
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA

SKPD

Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

SPM :  -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi :  Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran -

Alokasi 2023  : Rp. 0,00

Alokasi 2024  : Rp. 96.000.000,00

Alokasi 2025  : Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Sesudah

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program - - Capaian Program - -

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 96.000.000,00 Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 96.000.000,00

Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen

Hasil

: Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Administrasi Umum
Perangkat Daerah

100 Persen
100 Persen
100 Persen
100 Persen

Hasil

: Tersedianya Dokumen Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum
Perangkat Daerah

100 Persen
100 Persen
100 Persen
100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Keterangan  : 

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan Sebelum Rincian Perhitungan Sesudah Bertambah /

(Berkurang)
(Rp)Koefisien Satuan Harga (Rp) PPN Jumlah (Rp) Koefisien Satuan Harga (Rp) PPN Jumlah (Rp)

5 BELANJA DAERAH 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00

5.1 BELANJA OPERASI 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00

5.1.02.02 Belanja Jasa 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00

[ # ] UMUM DAN KEPEGAWAIAN
      Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00

[ - ] BELANJA IKLAN/REKLAME 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00



Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan Sebelum Rincian Perhitungan Sesudah Bertambah /

(Berkurang)
(Rp)Koefisien Satuan Harga (Rp) PPN Jumlah (Rp) Koefisien Satuan Harga (Rp) PPN Jumlah (Rp)

Langganan Daya Dan Jasa
Spesifikasi :  Iklan Media Cetak 1 Paket x 1 Media x 12 Kali Per Halaman 8.000.000,00 - 96.000.000,00 1 Paket x 1 Media x 12 Kali Per Halaman 8.000.000,00 - 96.000.000,00 0,00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum : 96.000.000,00 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah : 96.000.000,00 0,00

Provinsi Papua Barat,..............................
 Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Ir. ROSA MUHAMMAD THAMRIN PAYAPO, MH
NIP. 196505281993031012

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Data Kosong


